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DAFTAR PERTANYAAN

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI PAJAK HOTEL

DI KOTA YOGYAKARTA

A. Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota

Yogyakarta

1.

2.

Berapakah perkembangan jumlah hotel di Yogyakarta tiga tahun terakhir?

Berapakah jumlah pendapatan asli daerah dari pajak hotel di Kota
Yogyakarta tiga tahun terakhir?

Apakah ada pemilik hotel yang tidak memberikan pajak hotel? Bagaimana
sanksinya?

Bagaimanakah prosedur penarikan pajak hotel di Kota Yogyakarta

Bagaimanakah upaya intensifikasi dalam meningkatkan pajak hotel di
Kota Yogyakarta?

Bagaimanakah upaya ekstensifikasi dalam meningkatkan pajak hotel
diKota Yogyakarta?

Bagaimanakah kondisi sumber daya manusia dari pegawai pemungut
pajak Hotel di Kota Yogyakarta

Bagaimanakah strategi DPDPK dalam meningkatkan pendapatan asli

daerah dari pajak hotel di Yogyakarta?



9. Apakah faktor yang mendukung dan menghambat DPDPK dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak hotel di Yogyakarta?

10. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pengelolaan pajak hotel di
Kota Yogyakarta

Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan Kantor Dinas Pajak Daerah

dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.

1. Bagaimanakah mekanisme pembukuan dan pelaporan Pajak Daerah di
Kota Yogyakarta?

2. Berapakah target pendapatan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2014
dan 2015?

3. Bagaimanakah realisasi pendapatan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun
2014 dan tahun 2015?

4. Bagaimanakah standar operasional prosedur pencatatan laporan pajak
Hotel di Kota Yogyakarta?

5. Apakah faktor yang menghambat dalam pencatatan dan pelaporan pajak

hotel di Kota Yogyakarta?



